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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembagian Warisan Secara 

Musyawarah dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Keadilan Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan 

Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin pada umumnya 

dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan para ahli waris. 

Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai 

pembagian harta peninggalan pewaris. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan musyawarah pada setiap keluarga tidak selalu sama. 

Pada keluarga Bapak Muhammad Ridoan, pembagian warisan dilakukan 

berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan pada keluarga Ibu Samsiah 

pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan bagian 

yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Meskipun 

musyawarah menjadi cara utama dalam pembagian warisan, dalam 

beberapa kasus masih ditemukan perselisihan setelah kesepakatan dibuat, 

baik karena adanya keinginan memperoleh bagian yang lebih besar 

maupun karena tidak terlaksananya hasil kesepakatan yang telah disetujui 

bersama.  

2. Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, pembagian warisan yang 

dilakukan keluarga Bapak Muhammad Ridoan telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 176 KHI karena menerapkan sistem faraidh, yaitu bagian 

anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sebagaimana ditetapkan 

dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Sementara itu, pembagian warisan 

pada keluarga Ibu Samsiah tidak mengikuti ketentuan Pasal 176 KHI 

karena bagian ahli waris laki-laki dan perempuan disamakan berdasarkan 

hasil musyawarah keluarga. Meskipun demikian, pembagian tersebut 

dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan seluruh ahli waris setelah 
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masing-masing mengetahui haknya, sehingga memiliki keterkaitan dengan 

ketentuan Pasal 183 KHI yang memberikan ruang bagi penyelesaian 

melalui perdamaian (sulh). Dengan demikian, prinsip keadilan dalam 

pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin diwujudkan melalui 

dua bentuk, yaitu keadilan normatif berdasarkan ketentuan faraidh dan 

keadilan yang lahir dari musyawarah sebagai bentuk perdamaian yang 

bertujuan menjaga keharmonisan keluarga tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip hukum Islam. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada masyarakat KelurahanGunung Baringin, diharapkan agar 

pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah yang 

melibatkan seluruh ahli waris sehingga keputusan yang dihasilkan dapat 

diterima bersama dan meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian 

hari.  

2. Kepada tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai 

hukum kewarisan Islam, khususnya ketentuan yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam, sehingga masyarakat memiliki pemahaman 

yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dalam 

pembagian warisan.  

3. Kepada para ahli waris, diharapkan agar melaksanakan hasil musyawarah 

yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab serta 

mengedepankan sikap saling menghargai demi menjaga keharmonisan 

dan hubungan kekeluargaan.  

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam mengenai praktik pembagian warisan secara 

musyawarah dengan menggunakan jumlah informan yang lebih banyak 

sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan 

hukum waris di masyarakat. 
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WAWANCARA KELUARGA I 

Informan   ; Bapak Muhammad Ridoan 

Latar Belakang Informan : Memiliki 4 saudara (2 laki-laki dan 2 perempuan) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Bisa dijelaskan kapan waktu pelaksanaan pembagian harta waris di keluarga 

Bapak? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Waktu pembagian harta waris dilakukan sekitar bulan Maret Tahun 2018.  

Peneliti: 

Apa saja harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan berapa estimasi total nilainya 

saat itu? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Harta yang ditinggalkan berupa 2 bidang kebun dengan ukuran sekitar 500 

$\text{m}^2$ per kebunnya, serta 1 unit rumah dengan ukuran $4 \times 7$. Jika 

ditotalkan, keseluruhan harganya sekitar 30 juta rupiah pada masa itu.  

Peneliti: 

Bagaimanakah proses awal pembagian waris tersebut dilakukan? Apakah 

melibatkan pihak luar? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Proses pembagian berawal dengan melakukan musyawarah bersama seluruh ahli 

waris di rumah pewaris. Pembagian ini hanya dilakukan antar ahli waris saja, 

tanpa adanya ikut campur dari pihak luar seperti pemuka adat maupun pemerintah 

desa.  

Peneliti: 

Sistem atau acuan apa yang digunakan dalam pembagian harta waris tersebut? 

Bagaimanakah respons para ahli waris pada awalnya? 
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Bapak Muhammad Ridoan: 

Pembagian dimulai dengan membaginya sesuai faraidh/furud yang ditetapkan, 

yaitu sesuai dengan pembagian waris dalam Al-Qur'an. Pembagian waris yang 

sudah selesai ini pada awalnya sama sekali tidak ada perdebatan saat itu.  

Peneliti: 

Apakah ada masalah atau kendala yang timbul setelah pembagian tersebut? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Ada. Setelah pembagian selesai, salah satu ahli waris yaitu anak tertua meminta 

bagian yang lebih dari angka harta yang ditinggalkan pewaris. Hal ini 

menyebabkan pertengkaran antar ahli waris.  

Peneliti: 

Menurut Bapak, apa faktor utama penyebab timbulnya pertengkaran tersebut dan 

bagaimana akhirnya masalah tersebut dapat teratasi? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Pertengkaran terjadi akibat adanya rasa diskriminasi yang tinggi antar ahli waris. 

Namun, setelah dilakukan musyawarah dan adu argumen, hal ini akhirnya dapat 

teratasi dengan musyawarah setelah beberapa kali dilakukan.  
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WAWANCARA KELUARGA II 

Informan I   : Ibu Samsiah 

Latar Belakang Informan : Memiliki 10 saudara (2 laki-laki dan 8 perempuan) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Kapan proses pembagian harta waris di keluarga Ibu terjadi? 

Ibu Samsiah: 

Waktu pembagian harta waris terjadi sekitar tahun 2020.  

Peneliti: 

Siapa yang memimpin jalannya musyawarah pembagian waris tersebut? 

Ibu Samsiah: 

Musyawarah dipimpin oleh ahli waris pertama dan ke-2.  

Peneliti: 

Bagaimanakah musyawarah awal dilakukan dan ketentuan apa yang disepakati 

oleh para ahli waris? 

Ibu Samsiah: 

Awalnya pembagian dilakukan secara musyawarah antar ahli waris. Para ahli 

waris sejak awal sebenarnya sudah mengetahui pembagian furud-nya. Namun, 

untuk mencegah pertengkaran, kami sepakat memberikan bagian yang sama rata 

antara laki-laki dan perempuan, yaitu 1 banding 1. Pembagian berjalan lancar dan 

mendapat hasil kesepakatan tanpa pertengkaran dan pertentangan. Pembagian 

secara musyawarah ini berakhir dengan ketentuan bahwa masing-masing ahli 

waris harus mendapatkan hasil bagiannya pada waktu yang telah ditentukan.  

Peneliti: 

Apakah kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana setelah mencapai waktu 

yang ditentukan? 

Ibu Samsiah: 

Tidak. Setelah mencapai waktu yang ditentukan, ahli waris ke-6 (yang merupakan 

adik laki-laki saya) yang menempati rumah pewaris yang juga merupakan harta 

waris, mengingkari perjanjian. Ia menolak memberikan bagian pada saat itu 
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dengan alasan masih ada hal yang belum selesai, dalam artian pembagian belum 

selesai.  

Peneliti: 

Bagaimana dampak dari pengingkaran janji tersebut terhadap ahli waris lainnya? 

Ibu Samsiah: 

Saudara ke-4 saya yang juga laki-laki merasa seolah-olah harta waris dimonopoli 

oleh salah satu pihak. Pengingkaran janji ini menjadi awal dari pertengkaran antar 

ahli waris, bukan hanya dari kedua pihak tersebut saja, tetapi juga melibatkan 

seluruh pihak.  

Peneliti: 

Upaya apa yang dilakukan oleh Ibu dan saudara-saudara lainnya untuk mengatasi 

pertengkaran tersebut? 

Ibu Samsiah: 

Saya dan para saudara yang lain sudah berusaha mendamaikan kedua pihak 

dengan melakukan musyawarah kembali. Musyawarah tersebut berlangsung 

secara damai, bahkan kami sempat mengadakan acara makan bersama pada saat 

itu.  

Peneliti: 

Apakah musyawarah damai tersebut berhasil menyelesaikan masalah secara 

tuntas? 

Ibu Samsiah: 

Ternyata tetap tidak mendapat kepastian mengenai bagian untuk ahli waris ke-4. 

Ahli waris ke-6 kembali ingkar janji pada waktu yang sudah ditentukan. 

Akibatnya, pertengkaran yang sudah membaik sebelumnya terjadi kembali.  

Peneliti: 

Bagaimanakah langkah terakhir yang diambil para ahli waris setelah dua kali 

musyawarah tidak membuahkan hasil? 

Ibu Samsiah: 

Karena sudah 2 kali melakukan musyawarah tanpa hasil yang baik, para ahli waris 

akhirnya memutuskan untuk melakukan musyawarah dengan didampingi oleh 

pemuka adat (natoras natobang) dan tokoh agama (malim kampung). Pembagian 
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dibagi kembali seperti bagian awal yaitu 1 banding 1, dan para ahli waris akhirnya 

membuat perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh pihak pemuka adat dan tokoh 

agama.  

 

Informan II   : Ibu Samriah (Saudara dari Ibu Samsiah) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Bisa dijelaskan kapan awal timbulnya masalah dalam pembagian warisan tersebut 

dan bagaimana langkah yang diambil keluarga untuk mengatasinya? 

Ibu Samriah: 

Masalah mulai muncul setelah kesepakatan dibuat. Salah satu ahli waris tidak 

menjalankan hasil musyawarah yang sebelumnya sudah disetujui bersama. Karena 

itu kami kembali melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian.  

Peneliti: 

Apa pertimbangan atau alasan utama keluarga memilih menerapkan sistem 

pembagian yang sama rata di antara para ahli waris? 

Ibu Samriah: 

Kami berharap dengan pembagian yang sama tidak ada yang merasa dibedakan. 

Tujuan kami supaya hubungan keluarga tetap baik dan tidak terjadi perselisihan 

hanya karena masalah warisan.  
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WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT 

 

Informan I   : Bapak Muhammad Ridoan ( Tokoh Agama ) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Bagaimanakah kebiasaan masyarakat di Kelurahan Gunung Baringin dalam 

menyelesaikan persoalan harta warisan? 

Bapak Muhammad Ridoan: 

Kalau di Kelurahan Gunung Baringin, kebanyakan masyarakat lebih memilih 

bermusyawarah terlebih dahulu sebelum membagikan harta warisan. Musyawarah 

dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran di antara keluarga. Ada yang 

membagi warisan sesuai faraidh, ada juga yang membagi berdasarkan 

kesepakatan keluarga selama semua ahli waris setuju dan tidak ada yang merasa 

dirugikan.  

 

Informan II   : Bapak Dawin ( Tokoh Adat ) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Bagaimanakah alur atau tahapan penyelesaian pembagian warisan di masyarakat 

sini, dan kapan tokoh adat serta tokoh agama biasanya mulai dilibatkan? 

Bapak Dawin: 

Biasanya masyarakat di sini menyelesaikan pembagian warisan melalui 

musyawarah keluarga terlebih dahulu. Tokoh adat atau tokoh agama biasanya 

baru dilibatkan apabila terjadi perselisihan atau keluarga mengalami kesulitan 

untuk mencapai kesepakatan.  
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WAWANCARA DENGAN KEPALA LURAH GUNUNG BARINGIN 

 

Informan   : Bapak Arimboja (Kepala Lurah Gunung Baringin) 

Pewawancara (Peneliti) : Siti Aminah 

 

Peneliti: 

Menurut pengamatan Bapak selaku Kepala Lurah, bagaimana pola pembagian 

harta warisan yang lazim diterapkan oleh masyarakat di Kelurahan Gunung 

Baringin? 

Bapak Arimboja: 

Biasanya dalam pembagian warisan masyarakat di sini lebih mengutamakan 

musyawarah keluarga. Ada yang membagi sesuai faraidh, tetapi ada juga yang 

membagi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Besarnya bagian yang diterima 

ahli waris tergantung pada hasil musyawarah yang disetujui keluarga.  

Peneliti: 

Apakah musyawarah tersebut bersifat terbuka, dan bagaimana jika dalam 

prosesnya tidak tercapai kesepakatan antar-ahli waris? 

Bapak Arimboja: 

Musyawarah tersebut dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan anggota 

keluarga. Jika terjadi perselisihan dan tidak ditemukan kesepakatan, barulah 

persoalan tersebut dibawa kepada tokoh adat, tokoh agama, atau diselesaikan 

melalui jalur hukum. 
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BIODATA PENULIS 

A. Identitas Pribadi 

Nama   : Siti Aminah    

Nim    : 22070024 

Program Studi  : Hukum Keluarga Islam 

Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Baringin/ 26 maret 2004 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Nomor Handphone  : 085830281304 

Email   : ajaaminah846@gmail.com 

Alamat : Kel. Gunung Baringin Kec.Panyabungan Timur             

Kab. Mandailing Natal  

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD Negeri 126 Gunung Baringin 2010-2016 

MTs   : MTs  Musthafawiyah Purba Baru 

MA    : Muadalah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru 

Perguruan Tinggi  : STAIN Mandailing Natal 


